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INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II BANTUL


Nomor  : 08 / B/Inst/Bt/1998

TENTANG

PELAKSANA KETETAPAN UPAH MINIMUM REGIONAL 

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang 
: 
a.
bahwa kebijaksanaan pengupahan dalam rangka meningkatkan taraf hidup pekerja, prestasi dan produktifitas kerja sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1998 terus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan perekonomian nasional sebagai pelaksana Hubungan Industrial Pancasila;



b.
bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.120/Men/1998 tentang Peningkatan Upah Minimum Regional pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Propinsi di Indonesia yang antara lain menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 122.500,- sebulan yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1998, sehingga untuk pelaksanaannya perlu didukung sepenuhnya oleh seluruh jajaran pemerintah terkait di daerah; 



c.
bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pelaksanaan Ketetapan Upah Minimum Regional di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

Mengingat 
:
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 



2.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;



3.
Undang-Undang Nomor 3 Nomor 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;



4.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;



5.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;



6.
Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1969 tentang Pembentukan Dewan Penelitian Pengupahan Nasional;



7.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 03/Men/1997 tanggal 22 Juni 1997 tentang Upah Minimum Regional;



8.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 120/Men/1998 tanggal 26 Juni 1998 tentang Peningkatan Upah Minimum Regional pada 27 (Dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia;



9.
Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
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tentang Dewan Ketenagakerjaan Daerah;



10.
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/KPTS/1992 tentang Petunjuk Umum Kegiatan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;



11.
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 316/KTPS/1993 tentang Pembentukan Dewan Ketenagakerjaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;



12.
Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19/Instr/1998 tentang Pelaksanaan Ketetapan Upah Minimum Regional di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Memperhatikan 
:
1. 
Surat Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor B.687/B/BW/1998 tanggal 1 Juli 1998 tentang Ketetapan Upah Minimum Regional 1998;



2.
Kesepakatan Bersama Lembaga Kerjasama Tripartite Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul Nomor 001/TripTK II/1998 tentang Pelaksanaan Upah Minimum Regional.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada 
:
1.
Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;



2.
Pimpinan Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang berada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. 

Untuk 
:


PERTAMA 
:
Tersebut angka 1 (satu) agar :

1. Mengkoordinasikan unsur-unsur terkait (DPC APINDO, Asosiasi Pengusaha lainnya, DPC F. SPSI dan Kantor Cabang Dinas Tenaga Kerja) yang berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk segera menyebarluaskan informasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 120/Men/1998 kepada dunia usaha dan serikat pekerja;

2. Memantau pelaksanaan Ketetapan Upah Minimum Regional (UMR) yang baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yaitu sebesar Rp. 122.500,- sebulan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 120/Men/1998;

3. Secara aktif mendapatkan laporan pelaksanaan kebijaksanaan pengupahan di perusahan-perusahaan yang berada di wilayah kerjanya dan selanjutnya menyampaikan laporan di maksud ke Instansi Induknya dengan tembusan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul serta Instansi terkait lainnya yang dipandang perlu;

4. Memprakarsai dan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan dibidang ketenagakerjaan akibat pelaksanaan pengupahan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri tenaga Kerja Nomor Kep. 120/Men/1998. 

KEDUA 
:
Tersebut angka 2 (dua) agar :

1. Mengadakan koordinasi dengan Dinas /Instansi/Lembaga terkait yang berada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk mempersiapkan dunia usahaa dan para pekerja agar lebih memahami kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengupahan, khususnya kebijaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 120/Men/1998;

2. Memprakarsai dan menyelenggarakan pertemuan Tripartite untuk lebih memberikan pemahaman kepada kalangan dunia usaha dan para pekerja mengenai kebijaksanaan pengupahan sesuai dengan Keputusan Menteri tenaga Kerja Nomor Kep.120/Men/1998 agar tercipta iklim kondusif.

3. Membantu menyebarkan informasi / mensosialisasikan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang baru kepada para pekerja yang berada di lingkungan organisasinya dan membantu sepenuhnya keputusan/kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengupahan tenaga kerja.

KETIGA 
:
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di  
: 
Bantul

Pada tanggal 
: 
15 September 1998
PELAKSANA TUGAS HARIAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 

BANTUL

Ir. KISMO SUKIRDO

Salinan Instruksi ini dikirim kepada Yth : 

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta;

3. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;

4. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta;

5. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Kakanwil Depnaker Prop. DIY;

7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Prop. DIY;

8. Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Prop. DIY;

9. Kepala Biro Hukum Setwilda Prop. DIY;

10. Ketua Dewan Ketenagakerjaan Daerah Prop. DIY;

11. Ketua DPRD Kab. Dati II Bantul;

12. Kakandepnaker Kab. Dati II Bantul;

13. Kakan Cab. Din. Tenaga Kerja Kab. Dati II Bantl;

14. Ka. Bag. Sosial Setwilda Kab. Dati II Bantul;

15. Ketua Kadinda Kab. Dati II Bantul;

16. Ketua DPC Apindo Kab. Dati II Bantul;

17. Ketua DPC F. SPSI Kab. Dati II Bantul;

18. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
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